BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 8PP0\ 23 Toavrun 20,7

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENASEHAT PERKAWINAN DAN PERCERAIAN
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang: a. bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan
tugasnya diharapkan tidak terganggu oleh urusan kehidupan
rumah tangga/keluarganya, perlu dibentuk Tim Penasehat
Perkawinan dan Perceraian Pegawail Aparatur Sipil Negara di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah terdapat perubahan Perangkat
Daerah, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 800/17/
TAHUN 2016 tentang Pembentukan Tim Penasehatan Perkawinan
dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo periu diganty;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bupaty;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor © Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawail Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun
1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10
Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3424),

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU Membentuk Tim Penasehat Perkawinan dan Perceraian Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut
dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan
ini melaksanakan tugas sebagai berikut ;

a. menerima berkas penyelesaian permasalahan perkawinan
dan perceralan.

b. meneliti kelengkapan berkas permasalahan perkawinan dan
perceraiari.

c. melakukan penasehatan terhadap pasangan Pegawal
Aparatur Sipil Negara vyang mengajukan penasehatan
perkawinan dan perceraian.

d. menganalisa atas permasalahan rumah tangga terhadap

pasangan Pegawai Aparatur Sipil Negara sesual peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

e. memberikan rekomendasi hasil penasehatan kepada Bupati
Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagal akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati
Sukoharjo Nomor : 800/17/2016 tentang Pembentukan Tim
Penasehatan Perkawinan dan Perceraian Pegawai Aparatur Sipil
Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 4 J)=rus 25\

BUPATI SUKOHARJO,

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan | WARDOYO WIJAYA
kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah ci

Semarang;

2. Kepala Badan Kepegawailan Daerah
Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

3. Inspektur Provinsi Jawa Tengah di
Semarang;

4. Sekretaris Daerah  Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;

5. Kepala Badan Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

7. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;

8. Anggota Tim yang bersangkutan.




SUSUNAN TIM PENASEHATAN P
PEGAWAI APARATUR SIPIL N.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor
Tanggal

LRKAWINAN DAN PERCERAIAN
CGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN SUKOHARJO

KEDUDUKAN -
NO JABATAN DALAM TIM KETERANGAN
1. | Kepala Badan Kepegawaian, Ketua Bertanggung jawab
Pendidikan dan Pelatihan semua kegiatan
Kabupaten Sukoharjo
2. | Kepala Bidang Pembinaan Wakil Ketua Membantu tugas
dan Informasi Data Aparatur Ketua
pada Badan Kepegawalan ,
Pendidikan dan Pelatihan
Kabupaten Sukoharjo
3. | Kepala Sub Bidang Sekretaris Bertanggung jawab
Pembinaan pada Badan sesuai bidang
Kepegawalan, Pendidikan tugasnya
dan Pelatihan Kabupaten
Sukoharjo
4. | RENI YULIYANTI Anggota Bertanggung jawab
Fungsional Umum pada sesual bidang
Kepegawalan, Pendidikan tugasnya.
dan Pelatihan Kabupaten
Sukoharjo
5. | Pejabat Perangkat Daerah Anggota Bertanggung jawab
yang terkait sesuail bidang
tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA




